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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu




SUSUNAN ORGANISASI DPMD




TUGAS POKOK: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(Pasal 4 huruf b PERDA No 7 Tahun 2016)

FUNGSI :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

4) Pelaksanaan adminitrasi dinas

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diseranhkan oleh Bupati sesuali dengan tugas
pokok dan fungsinya.



Visi dan Misi
PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU
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IV'"'—‘mli’elf'uatiertumuhan Ekonomi Yang Bertum Sumber
“Daya Daetah Yang Berkelanjutan; =

3. Meningk kan Layanan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan
Kelestarlan Lingkungan.




PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat lahir karena adanya KEGAGALAN dan

HARAPAN:

+ KEGAGALAN: gagalnya model pembangunan ekonomi masa lampau dalam
rangka menanggulangi kemiskinan

« HARAPAN: adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai
demokrasi, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai;

Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang merangkum nilai-
nilai sosial, dan karena itu sangat bersentuhan dengan aspek
pembangunan kesadaran rasional;

Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang
bersifat people-centered, participatory, empowering, delegation of
authority and Trust, sustainable.




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kabupaten Kapuas Hulu

No Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Kualitas
1 Pelayanan Dinas | Predikat SAKIP
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
9 Terwujudnya Pelayanan | IKM ( Indek Kepuasan
Publik yang Berkualitas Masyarakat )
Terwujudnya  Pengelolaan Pers_en_tase _desa yang
administrasi
3 Keuangan Desa  yang
pengelolaan  keuangan
Transparan dan Akuntabel .
desa tertib

Meningkatnya Kemandirian
Desa

Persentase desa sangat
tertinggal




